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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 
Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi 

seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter dan berlaku 

untuk jangka waktu pendek (periode) tertentu yang akan datang (Munandar, 2010:1). 

Anggaran dapat juga dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak 

dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial (Nordiawan dkk, 2012:18). 

Berdasarkan pendapat dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan 

suatu rencana tertulis mengenai kegiatan sebuah organisasi yang dicapai dalam periode 

waktu tertentu yang berisi tentang penerimaan dan pengeluaran anggaran yang 

dinyatakan dalam ukuran finansial. 

Penyelenggaraan pemerintah daerah selalu berhubungan dengan adanya 

penggunaan dan pemanfaatan anggaran serta pendapatan daerah. Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang 

ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan 

penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Menurut 

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja daerah diklasifikasikan dalam dua jenis 

yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung  merupakan 

belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan 

kegiatan. Belanja langsung terdiri dari; belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta 

belanja modal. Di dalam belanja pegawai terdapat belanja perjalanan dinas. 

Belanja perjalanan dinas adalah berbagai pengeluaran yang dilakukan dalam 

rangka perjalanan dinas sehubungan dengan tugas dan fungsi dalam sebuah instansi yang 
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dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam wilayah Republik Indonesia.  

Dalam pelaksanaannya, karena perpindahan tersebut memerlukan biaya-biaya maka 

kepada pegawai diberikan fasilitas perjalanan dinas. Komponen biaya perjalanan dinas 

tersebut terdiri dari; uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, uang 

representasi, sewa kendaraan dalam kota, dan/atau biaya menjemput/mengantar jenazah. 

Peraturan pelaksanaan perjalanan dinas yaitu PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang 

Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai 

Tidak Tetap yang menegaskan bahwa pelaksanaan perjalanan dinas harus 

memperhatikan empat prinsip yaitu selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian 

dengan pencapaian kinerja K/L, efisiensi penggunaan belanja negara dan akuntabilitas 

pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas serta pembebanan biaya perjalanan 

dinas. Berdasarkan keempat prinsip perjalanan dinas, prinsip efisiensi harus diterapkan 

saat perjalanan dinas agar pengeluaran belanja perjalanan dinas tepat guna dalam 

pelaksanaannya. 

Gerakan efisiensi merupakan salah satu program unggulan dari  inisiatif 

strategis penguatan budaya Kementerian Keuangan sesuai dengan Instruksi Menteri 

Keuangan Nomor IMK-346/IMK.01/2017. Efisieni merupakan wujud implementasi 

nilai-nilai dalam bentuk perubahan pola pikir dan perilaku melalui  efisiensi 

pelaksanaan tugas dan efisiensi anggaran birokrasi. Efisiensi ialah suatu kesadaran 

bersama, bahwa penghematan belanja publik dapat dilakukan mulai dari diri sendiri 

untuk mengajak di lingkungan organisasi agar terus menghadirkan sikap yang baik 

dalam membelanjakan anggaran tersebut. Efisiensi dapat diartikan tidak adanya 

pemborosan melainkan penghematan. Hal ini dikarenakan anggaran harus tepat sasaran 

dan berdaya guna tinggi. Adapun menurut Mahmudi (2019:164) 

,untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah 

dengan menggunakan rasio efisiensi belanja yang membandingkan realisasi belanja dan 

anggaran belanja. Adanya penghematan yang dilakukan melalui hal-hal kecil dapat 
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memberi dampak besar bagi penghematan anggaran itu sendiri, misalnya anggaran 

 
dapat diprioritaskan untuk kepentingan yang sangat mendesak dan tidak terduga. 

 

 
Tahun 2020 pandemi Covid-19 yang menghantam global berdampak signifikan 

di Indonesia. Penyebaran Covid-19 di Indonesia dimulai sejak tanggal 02 Maret 2020 dan 

terus mengalami peningkatan setiap harinya. Jumlah orang meninggal akibat Covid-19 

di Indonesia juga sudah mencapai lebih dari 21 ribu orang. Angka ini  diperparah 

dengan positivity rate Indonesia yang sempat tembus rekor 27,6 persen atau lima kali 

lipat standar WHO yang hanya lima persen.  Positivity rate adalah persentase orang 

yang memiliki hasil tes positif Covid-19 dibandingkan jumlah orang yang di tes 

(Liputan6.com, 2020). Adapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah seperti PSBB 

(Pembatasan Sosial Berskala Besar), PSBB Transisi, Adaptasi Kebiasaan Baru, Isolasi 

Mikro Kecil, PSBM (Pembatasan Sosial Berskala Mikro), Work From Home, dan 

Physical Distancing guna untuk menekan penyebaran virus Corona ini. Kebijakan ini 

secara tidak langsung memberikan dampak kerugian material yang semakin besar 

dikarenakan terhentinya interaksi kegiatan sosial sebagian besar industri dan 

perkantoran yang dilarang beroperasi untuk kurun waktu yang relatif lama, sehingga 

berakibat langsung pada aspek ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. 

Perekonomian masyarakat yang melemah baik di bidang pemerintahan maupun 

swasta terlihat jelas. Indonesia memasuki masa resesi ekonomi pada kuartal ketiga 

tahun 2020. Resesi yang terjadi tidak hanya berdampak pada sektor keuangan, tapi juga 

sektor riil, dunia usaha dan UMKM. Jadi, UMKM yang masih bisa bertahan, sekarang 

hampir 90 persen terdampak resesi dan pandemi (Liputan6.com, 2020). Dengan adanya 

kelumpuhan di setiap aspek ini, mengharuskan pemerintah untuk menggeserkan alokasi 

dana yang ada baik di pusat maupun di daerah. 

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan 

Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona 

https://hot.liputan6.com/read/4445691/penuh-duka-ini-17-artis-indonesia-yang-meninggal-dunia-sepanjang-2020
https://www.liputan6.com/news/read/4442843/berkurumun-langgar-psbb-jakarta-puluhan-orang-di-thamrin-sudirman-ditindak
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Virus Disease  (Covid-19)  Dan/Atau  Dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  Yang 

 
Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Ekonomi. Sebagaimana 

dijelaskan dalam perpu ini, Presiden menyatakan bahwasanya peraturan ini akan 

memberikan fondasi bagi pemerintah, bagi otoritas perbankan, dan bagi otoritas 

keuangan untuk melakukan langkah- langkah dalam menjamin kesehatan masyarakat, 

menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan. 

Sehubungan dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020, dalam Instruksi Presiden Nomor 4 

Tahun 2020, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan 

refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka 

percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Presiden telah 

menginstruksikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan daerah untuk 

melakukan refocusing anggaran bagi dana kesehatan, bantuan sosial (bansos) dan 

mendukung dunia usaha khususnya UMKM. Presiden meminta kepada seluruh 

Kementrian/Lembaga untuk memangkas anggaran belanja yang tidak prioritas. Dalam 

hal ini pemerintah pun harus menentukan skala prioritas dengan mengalokasikan ulang 

anggaran sesuai tingkat urgensinya. Anggaran yang dapat direalokasi adalah anggaran 

sosialisasi seperti perjalanan dinas dan pertemuan yang tidak perlu guna mencegah 

menyebarnya virus Covid-19, yang mana intensitas kontak fisik harus dikurangi. Pandemi 

Covid-19 telah memaksa masyarakat menjalani kehidupan yang lebih efektif dengan 

memanfaatkan platform digital sebagai sarana komunikasi. Pola ini mempengaruhi 

kegiatan seperti rapat, yang dilakukan oleh seluruh instansi. Dengan pemangkasan 

kegiatan perjalanan dinas, pemerintah memperoleh sumber-sumber inefisiensi untuk 

dialihkan ke kebutuhan lain yang sifatnya lebih mendesak. 

Adanya pandemi Covid-19 yang berpengaruh ke perekonomian masyarakat 

Sumatera Selatan mengakibatkan naiknya presentase angka kemiskinan hingga 

12,98 
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persen. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera 

Selatan merupakan unsur pendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

pemerintah provinsi di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan 

terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sehingga untuk menjalankan fungsinya diperlukan 

anggaran yang direncanakan setiap tahunnya. Pada hakekatnya anggaran yang 

digunakan oleh DPRD merupakan amanah dari rakyat yang bersumber dari APBD 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam penggunaannya sebagai 

wakil rakyat di masa pandemi ini harus tepat guna dan tepat sasaran. 

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan terdapat dua macam anggaran, 

yaitu anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional adalah 

anggaran yang dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan kegiatan 

pemerintah setiap tahunnya atau disebut juga dengan belanja rutin. Dengan demikian 

anggaran yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dari anggaran operasional yang 

dapat dikategorikan belanja rutin dalam program perjalanan dinas. 

Jika dilihat dari target anggaran perjalanan dinas dan realisasi anggaran 

perjalanan dinas pada tahun 2019 dapat dilihat bahwa anggaran terserap dengan cukup 

baik. Berikut anggaran perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan 

tahun 2019: 
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Tabel 1. Anggaran Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun Anggaran 2019 

 

 

No 

 

Uraian Anggaran Tahun Realisasi Tahun 
 

% 

2019 2019 

1 Belanja Perjalana 

n 

Dinas 106.292.567.373,0 

0 

87.436.069.259,00 82,26% 

Dalam Daerah  

2 Belanja Perjalana 

n 
Dinas 159.963.719.247,0 

0 

150.100.630.674,0 

0 

93,83% 

Luar Daerah  

3 Belanja Perjalana 

n 

Dinas 3.193.250.000,00 2.130.340.531,00 66,71% 

Luar Negeri  

  

Jumlah 

 

269.449.536.620,00 

 

239.667.040.464,00 

 

88,95 
% 

Sumber: Data dari Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan 

Berdasarkan tabel 1, pada tahun 2019 anggaran perjalanan dinas disediakan 

sebesar Rp. 269.449.536.620,00 dan terealisasi sebesar Rp. 239.667.040.464,00 dapat 

diketahui bahwa efisiensi penggunaan anggaran pada tahun 2019 sebesar 88,9 persen, 

dimana 88,9 persen tersebut dapat dikatakan cukup efisien. Namun, pada tahun 2020 

terjadi pandemiCovid-19 yang menyebabkan prioritas anggaran berubah dan efisiensi 

anggaran pun dilakukan. Berikut wawancara yang dilakukan bersama Kepala Bagian 

Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan bapak Aprizal: 

“Dikarenakan pandemi Covid-19, Gubernur Sumsel mengambil  kebijakan 

untuk memotong anggaran khususnya anggaran perjalanan dinas untuk seluruh 

OPD di Provinsi Sumsel, jadi kita langsung melakukan pergeseran anggaran 

belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat instruksi dari gubernur, yang mana 

anggaran yang terpotong ini langsung diberikan dan dikelola oleh BPKAD untuk 

dialokasikan ke dinas-dinas untuk percepatan penanganan Covid-19.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera 

Selatanmelakukan perubahan anggaran perjalanan dinas. Berikut rincian Anggaran 

Belanja Langsung Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2020: 
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Tabel 2 Anggaran Perjalanan Dinas Sebelum dan Sesudah Pandemi Di Sekretariat 

DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 

 

 

 
Uraian 

 
Anggaran 

 
Anggaran 

 
Realisasi 

 

Selisih Anggaran 

 

Sebelum Setelah Pandemi Anggaran Persentas 

Pandemi   e (%) 

Belanja 15.911.287.000 39.798.485.00 

0 

33.096.675.000 23.887.198.000 150,1% 
Perjalanan 

Dinas 

Dalam 

Daerah 

Belanja 
 

125.123.700.00 

0 

 

67.853.578.800 

 

58.145.254.849 

 

57.270.121.200 

 

45,7% 
Perjalanan 

Dinas Luar 

Daerah 

Belanja 6.880.000.000 0,00 0,00 - 100% 
Perjalanan 

Dinas Luar 

Negeri 

Jumlah 147.914.987.00 

0 

107.652.063.80 

0 

91.241.929.849 40.262.923.200 84,7% 

Sumber: Data dari Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan 

Pada bulan Januari tahun 2020, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan 

menerima anggaran perjalanan dinas sebesar Rp.147.914.987.000,00. Namun, pada 

pelaksanaannya di bulan Maret 2020 terhalang akibat pandemi Covid-19 yang 

menyebabkan anggaran perjalanan dinas harus dipangkas untuk diprioritaskan ke 

penanganan Covid-19. Pada bulan Juni, menindaklanjuti surat instruksi dari Gubernur 

Sumatera Selatan yang meminta kepada seluruh OPD di lingkungan pemerintahan 

Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas sebesar 

100 persen dan luar daerah 50 persen, anggaran perjalanan dinas di Sekretariat DPRD 

Provinsi Sumatera Selatan berubah menjadi Rp. 107.652.063.800,00 dan terjadi 

pemotongan 
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anggaran sebesar Rp. 40.262.923.200,00 atau sebesar 27,2 persen.  Anggaran 

perjalanan dinas luar daerah yang semula sebesar Rp 125.123.700.000 menjadi Rp. 

67.853.578.800 terjadi pemangkasan sebesar Rp. 58.145.254.849 atau sebesar 46,7 

persen. Kemudian, anggaran perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp. 6.880.000.000 

dipangkas habis menjadi Rp.00,0 atau sebesar 100 persen. Sedangkan, anggaran 

perjalanan dinas dalam daerah mengalami kenaikan yang semula sebesar Rp. 

15.911.287.000 menjadi Rp. 39.798.485.000atau sebesar 150,1 persen. 

 

Anggaran perjalanan dinas dalam daerah yang mengalami kenaikan sangat bertolak 

belakang dengan Instruksi Presiden dalam melakukan efisiensi anggaran di tengah pandemi 

Covid-19. Berikut wawancara yang dilakukan bersama Kepala Bagian Keuangan 

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan bapak Aprizal: “Pelaksanaan perjalanan 

dinas di masa pandemi Covid-19 sempat dihentikan beberapa bulan dikarenakan ada 

surat edaran larangan berpergian, tetapi setelah itu dilakukan seperti biasa walaupun 

banyak yg menolak. Namun, memang berkurang intensitasnya untuk keluar provinsi, 

jadi banyak kunjungan kerja di dalam daerah.” (Hasil wawancara 4 Maret 2021) 

Berdasarkan wawancara diatas dapat menunjukkan pemerintah melakukan 

larangan perjalanan dinas dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tanggal 09 April 

2020 namun, setelah surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 yang mencabut 

larangan perjalanan dinas bagi aparatur sipil Negara diterbitkan kegiatan perjalanan 

dinas pun dilaksanakan kembali. Para ASN dan anggota DPRD yang menolak 

perjalanan dinas keluar provinsi dikarenakan mencegah kluster baru. Para ASN dan 

anggota DPRD merasa dampak positifnya tidak sebanding dengan resiko kesehatan 

berupa penularan Covid-19. 
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Efisiensi merupakan suatu kesadaran bersama, bahwa penghematan belanja 
 

publik dapat dilakukan mulai dari diri sendiri untuk mengajak di  lingkungan 

organisasi agar terus menghadirkan sikap yang baik dalam membelanjakan anggaran 

tersebut. Namun, pada kenyataannya terdapat kenaikan anggaran perjalanan dinas 

dalam daerah sebesar 150,1 persen disaat adanya pemangkasan anggaran perjalanan 

dinas luar daerah sebesar 45,7 persen dan luar negeri sebesar 100 persen. Meskipun 

pada prinsipnya perjalanan dinas tetap dilakukan dengan memperhatikan efisiensi 

penggunaan anggaran yang dapat dilihat dari komponen biaya perjalanan dinas yang 

terdiri atas; uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, dan uang representasi. 

Adanya suatu penelitian sangat diperlukan untuk mendapatkan data dan 

informasi yang mendalam dan mendekati kenyataan tentang kesenjangan yang ada pada 

efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera 

Selatan dengan memperhatikan penggunaan anggaran yang dapat dilihat dari komponen 

biaya perjalanan dinas yang terdiri atas; uang harian, biaya transportasi, biaya 

penginapan, dan uang representasi. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka 

penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan judul “Efisiensi Anggaran Belanja  

Perjalanan Dinas Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020” 

 

B. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah dalam penelitian ini, yaitu Apakah Penggunaan Komponen Biaya Perjalanan 

Dinas Sudah Efisien Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ? 



 

C. Tujuan Penelitian 

 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi 

penggunaan komponen biaya perjalanan dinas pada anggaran belanja perjalanan 

dinas selama masa pandemi Covid-19 di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 
Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian yang dapat 

dilakukan adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah bagi 

perkembangan Ilmu Administrasi Negara, khususnya konsentrasi Keuangan 

Negara dan Fiskal. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari 

penelitian yang dilakukan dengan menerapkan teori yang diperoleh selama 

perkuliahan dalam membahas tentang efisiensi penggunaan anggaran 

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Manfaat Praktis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, dan 

tambahan referensi untuk kemajuan dan perkembangan pada pihak Kantor 

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai bahan kajian yang 

bermanfaat untuk para pembaca yang berminat dan tertarik untuk mengkaji 

permasalahan mengenai anggaran belanja dalam instansi pemerintah. 
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